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Abstract 

Religious Courts in Indonesia play an important role in resolving family disputes 
among Muslim communities. These courts function as judicial institutions that 
uphold justice, legal certainty, and social harmony based on Islamic law and national 
regulations. This study analyzes the objectives and principles of Religious Courts in 
resolving family disputes, including divorce, inheritance, child custody, marriage 
dispensation, and marital property disputes. The study uses a qualitative approach 
through literature review by examining legal documents, books, journals, and 
regulations related to Religious Courts in Indonesia. The findings show that the main 
objectives of Religious Courts are to provide justice, protect family rights, maintain 
social order, and achieve peaceful dispute resolution. The principles applied include 
simplicity, fairness, legal certainty, equality before the law, and the prioritization of 
mediation in family conflict resolution. Religious Courts also emphasize Islamic 
values such as deliberation, reconciliation, and protection of family welfare. 
Therefore, Religious Courts have a strategic role in maintaining justice and harmony 
within Indonesian society. 
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Abstrak 

Peradilan Agama di Indonesia memiliki peranan penting dalam menyelesaikan 
sengketa keluarga di kalangan masyarakat Muslim. Lembaga ini berfungsi sebagai 
institusi peradilan yang menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban 
sosial berdasarkan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan nasional. 
Penelitian ini menganalisis tujuan dan prinsip Peradilan Agama dalam 
penyelesaian sengketa keluarga, seperti perceraian, warisan, hak asuh anak, 
dispensasi nikah, dan sengketa harta bersama. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai dokumen 
hukum, buku, jurnal, dan peraturan yang berkaitan dengan Peradilan Agama di 
Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tujuan utama Peradilan Agama 
adalah memberikan keadilan, melindungi hak keluarga, menjaga ketertiban 
masyarakat, dan mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip yang 
diterapkan meliputi kesederhanaan, keadilan, kepastian hukum, persamaan di 
hadapan hukum, serta mengutamakan mediasi dalam penyelesaian konflik 
keluarga. Selain itu, Peradilan Agama juga menekankan nilai-nilai Islam seperti 
musyawarah, perdamaian, dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga. 
Kata Kunci: Peradilan Agama, Sengketa Keluarga, Keadilan, Hukum Islam, Mediasi 
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Pendahuluan 

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga peradilan yang 
memiliki peranan penting dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam 
menyelesaikan berbagai sengketa keluarga bagi masyarakat yang beragama Islam. 
Keberadaan Peradilan Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan 
hukum Islam di Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang sejak masuknya 
Islam ke Nusantara. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, berbagai persoalan 
keluarga seperti perkawinan, perceraian, warisan, hak asuh anak, hibah, wakaf, 
dan ekonomi syariah memerlukan penyelesaian yang tidak hanya berdasarkan 
hukum negara, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh sebab 
itu, Peradilan Agama hadir sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk 
menyelesaikan perkara-perkara tersebut secara adil, teratur, dan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku (Salman, 2020). 

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia semakin kuat setelah diaturnya 
kedudukan dan kewenangannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 
khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Melalui regulasi tersebut, Peradilan 
Agama menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang 
memiliki kedudukan sejajar dengan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, 
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Hal ini menunjukkan bahwa 
negara memberikan pengakuan yang kuat terhadap keberadaan hukum Islam 
dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga di 
kalangan umat Islam (Rika, 2021). 

Dalam praktiknya, sengketa keluarga merupakan salah satu bentuk sengketa 
yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hubungan keluarga yang 
seharusnya menjadi tempat terciptanya kasih sayang, ketenangan, dan 
keharmonisan sering kali mengalami konflik akibat berbagai faktor seperti 
masalah ekonomi, komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, 
pembagian warisan, maupun perbedaan pandangan antaranggota keluarga. 
Konflik tersebut apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan 
dampak sosial yang luas, baik terhadap pasangan suami istri, anak-anak, maupun 
lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan lembaga peradilan 
yang mampu menyelesaikan sengketa keluarga secara adil dan mengedepankan 
nilai-nilai perdamaian agar konflik tidak berkembang menjadi permasalahan yang 
lebih besar (Jahar, 2019). 

Peradilan Agama memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan dan 
kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga. Dalam menjalankan 
tugasnya, Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutus 
perkara, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan 
masyarakat. Hakim di Peradilan Agama dituntut untuk mampu memahami aspek 
hukum sekaligus aspek sosial dan keagamaan dalam setiap perkara yang ditangani. 
Hal ini penting karena sengketa keluarga tidak hanya berkaitan dengan persoalan 
hukum semata, tetapi juga menyangkut hubungan emosional, nilai agama, dan 
masa depan anggota keluarga yang terlibat dalam sengketa tersebut. Oleh sebab 
itu, proses penyelesaian perkara di Peradilan Agama sering kali mengedepankan 
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pendekatan mediasi dan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan hukum 
(Hadiati & Aprilia, 2020). 

Prinsip perdamaian menjadi salah satu ciri khas dalam penyelesaian 
sengketa keluarga di Peradilan Agama. Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik 
melalui musyawarah dan perdamaian sangat dianjurkan karena dianggap mampu 
menjaga hubungan baik antarindividu dan mencegah munculnya permusuhan 
yang berkepanjangan. Oleh karena itu, hakim Peradilan Agama memiliki kewajiban 
untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara pihak yang bersengketa 
sebelum memeriksa pokok perkara. Upaya mediasi ini menjadi bagian penting 
dalam proses peradilan karena bertujuan menciptakan penyelesaian yang lebih 
damai dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam banyak kasus 
perceraian misalnya, hakim berusaha memberikan nasihat dan jalan keluar agar 
pasangan suami istri dapat mempertahankan rumah tangga mereka apabila masih 
memungkinkan untuk diperbaiki. 

Selain prinsip perdamaian, Peradilan Agama juga menjunjung tinggi prinsip 
keadilan, kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemanfaatan hukum. Prinsip 
keadilan berarti bahwa setiap pihak yang berperkara harus memperoleh hak dan 
perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Hakim harus 
mampu memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan 
hukum yang berlaku. Prinsip kepastian hukum menunjukkan bahwa putusan 
pengadilan harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak 
sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat. Sementara itu, 
prinsip kesederhanaan dan kemanfaatan hukum bertujuan agar proses peradilan 
dapat berjalan secara cepat, mudah, dan biaya ringan sehingga masyarakat dapat 
memperoleh akses keadilan secara lebih luas (Haeratun et al., 2019). 

Perkembangan masyarakat modern juga memberikan tantangan baru bagi 
Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Perubahan pola 
kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi, meningkatnya kesadaran 
hukum, serta munculnya berbagai bentuk persoalan keluarga modern 
menyebabkan jenis perkara yang masuk ke Peradilan Agama menjadi semakin 
kompleks. Misalnya, perkembangan ekonomi syariah telah memperluas 
kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi berbasis 
syariah. Selain itu, meningkatnya angka perceraian di Indonesia juga menjadi 
tantangan besar bagi Peradilan Agama dalam menjaga ketahanan keluarga dan 
memberikan penyelesaian yang adil bagi para pihak. 

Di sisi lain, masyarakat saat ini juga semakin menuntut pelayanan peradilan 
yang profesional, transparan, dan mudah diakses. Oleh karena itu, Peradilan 
Agama perlu terus melakukan pembaruan dalam sistem pelayanan dan 
administrasi peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan 
perkara, pendaftaran online, sidang elektronik, dan keterbukaan informasi publik 
menjadi bagian dari upaya modernisasi Peradilan Agama agar mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat modern. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa 
Peradilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga hukum tradisional 
berbasis agama, tetapi juga sebagai institusi peradilan modern yang mampu 
mengikuti perkembangan zaman. 

Peradilan Agama juga memiliki peran penting dalam memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam sengketa keluarga. 
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Dalam perkara perceraian misalnya, pengadilan memiliki kewenangan untuk 
menentukan hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama secara adil. 
Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak menjadi sangat penting karena 
kelompok tersebut sering kali berada dalam posisi yang rentan dalam konflik 
keluarga. Oleh sebab itu, hakim Peradilan Agama dituntut memiliki sensitivitas 
sosial dan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak asasi 
manusia dalam memutus perkara. 

Selain sebagai lembaga penyelesaian sengketa, Peradilan Agama juga 
memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Putusan dan proses peradilan dapat 
menjadi sarana pembelajaran hukum bagi masyarakat mengenai pentingnya 
menjaga hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Dengan adanya Peradilan 
Agama, masyarakat memiliki tempat untuk memperoleh penyelesaian hukum yang 
sesuai dengan ajaran Islam dan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan 
bahwa Peradilan Agama memiliki kontribusi besar dalam menciptakan ketertiban 
sosial dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Agama 
memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, 
khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga. Tujuan dan prinsip yang 
diterapkan dalam Peradilan Agama mencerminkan upaya untuk menciptakan 
keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga 
sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional. Dalam menghadapi 
perkembangan masyarakat modern, Peradilan Agama dituntut untuk terus 
meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, dan kemampuan dalam 
menangani berbagai persoalan keluarga yang semakin kompleks. Dengan 
demikian, Peradilan Agama diharapkan mampu menjadi lembaga peradilan yang 
tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan dan 
kesejahteraan keluarga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Penelitian mengenai Peradilan Agama di Indonesia: Sebuah Analisis tentang 
Tujuan dan Prinsip dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). 
Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang 
berkaitan dengan Peradilan Agama, hukum keluarga Islam, serta prinsip-prinsip 
penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia. Sumber data diperoleh dari buku, 
jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, dan dokumen 
hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini bertujuan 
untuk memahami secara mendalam mengenai tujuan, fungsi, dan prinsip yang 
diterapkan oleh Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai perkara keluarga 
di kalangan masyarakat Muslim. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, 
mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek 
penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik 
analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan informasi 
secara sistematis berdasarkan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berlaku. 
Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai peranan 
Peradilan Agama dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan penyelesaian 
sengketa keluarga secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan 
hukum nasional di Indonesia. 
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Tujuan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga 

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang 
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi 
masyarakat yang beragama Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah 
keluarga. Keberadaan Peradilan Agama memiliki arti yang sangat penting karena 
sengketa keluarga sering kali menyangkut hubungan emosional, hak-hak anggota 
keluarga, serta ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan rumah 
tangga, berbagai konflik dapat muncul akibat perbedaan pendapat, masalah 
ekonomi, perselisihan antaranggota keluarga, hingga persoalan hak dan kewajiban 
antara suami, istri, dan anak. Konflik tersebut apabila tidak diselesaikan dengan 
baik dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dan merusak keharmonisan 
keluarga. Oleh karena itu, Peradilan Agama hadir sebagai lembaga yang bertugas 
memberikan penyelesaian hukum secara adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum 
Islam dan ketentuan hukum nasional (Rais, 2019). 

Tujuan utama Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa keluarga bukan 
hanya sekadar memberikan putusan hukum, tetapi juga menciptakan keadilan, 
menjaga keharmonisan masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap 
hak-hak anggota keluarga. Dalam praktiknya, Peradilan Agama tidak hanya 
bertindak sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai sarana mediasi 
dan perdamaian agar konflik keluarga dapat diselesaikan dengan cara yang lebih 
baik dan manusiawi. Hakim Peradilan Agama dituntut untuk memahami aspek 
hukum, agama, sosial, dan psikologis dalam menangani perkara keluarga sehingga 
putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga 
memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa (Syarif, 2021). 

1. Mewujudkan Keadilan dalam Keluarga 
Salah satu tujuan utama Peradilan Agama adalah mewujudkan keadilan 
dalam penyelesaian sengketa keluarga. Keadilan menjadi prinsip yang sangat 
penting karena setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang 
harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dalam perkara perceraian 
misalnya, pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak suami, istri, dan 
anak tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan 
dalam Peradilan Agama tidak hanya dipahami sebagai penerapan hukum 
secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan para pihak 
yang bersengketa. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti 
kondisi ekonomi, kesejahteraan anak, hubungan keluarga, serta dampak 
sosial dari putusan yang akan dijatuhkan. Dengan demikian, tujuan keadilan 
tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan 
dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. 
Beberapa bentuk keadilan yang diwujudkan dalam Peradilan Agama 
meliputi: 

a. Keadilan bagi Suami dan Istri 
Dalam sengketa keluarga, baik suami maupun istri memiliki hak yang 
harus dilindungi oleh pengadilan. Peradilan Agama bertujuan 
memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak 
dalam proses penyelesaian perkara. Misalnya dalam perkara perceraian, 
hakim harus mempertimbangkan hak nafkah, mut’ah, hak asuh anak, 
dan pembagian harta bersama secara adil. Dengan adanya perlindungan 
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hukum tersebut, Peradilan Agama berupaya menciptakan keadilan bagi 
kedua belah pihak. 

b. Keadilan bagi Anak 
Anak merupakan pihak yang sangat rentan dalam sengketa keluarga. 
Oleh karena itu, Peradilan Agama memiliki tujuan untuk melindungi 
kepentingan dan kesejahteraan anak dalam setiap perkara keluarga. 
Dalam perkara hak asuh anak misalnya, hakim harus menentukan 
keputusan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan juga 
memastikan bahwa anak tetap memperoleh hak nafkah, pendidikan, dan 
kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun terjadi perceraian. 

c. Keadilan Sosial dalam Masyarakat 
Peradilan Agama juga bertujuan menciptakan keadilan sosial dalam 
masyarakat. Penyelesaian sengketa keluarga yang adil dapat membantu 
menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Apabila konflik keluarga 
tidak diselesaikan secara baik, maka dapat menimbulkan permusuhan, 
kekerasan, dan gangguan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, 
Peradilan Agama berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial 
melalui penyelesaian sengketa yang adil dan damai. 

2. Memberikan Kepastian Hukum 
Tujuan lain dari Peradilan Agama adalah memberikan kepastian hukum bagi 
masyarakat. Kepastian hukum sangat penting agar setiap anggota 
masyarakat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Dalam kehidupan keluarga, sering kali muncul perselisihan 
mengenai status perkawinan, hak waris, pembagian harta bersama, maupun 
hak asuh anak. Peradilan Agama hadir untuk memberikan keputusan hukum 
yang jelas sehingga para pihak memperoleh kepastian mengenai hak dan 
kewajiban mereka (Fauzan, 2020). Beberapa bentuk kepastian hukum yang 
diberikan oleh Peradilan Agama meliputi: 

a. Kepastian Status Hukum 
Peradilan Agama memberikan kepastian mengenai status hukum 
seseorang dalam keluarga, misalnya status perkawinan, perceraian, 
maupun hubungan waris. Putusan pengadilan menjadi dasar hukum 
yang sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga 
tidak menimbulkan keraguan atau sengketa di kemudian hari. 

b. Kepastian Hak dan Kewajiban 
Melalui putusan pengadilan, setiap pihak memperoleh kejelasan 
mengenai hak dan kewajibannya. Misalnya dalam perkara nafkah anak 
atau pembagian harta bersama, pengadilan menentukan kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kepastian hukum tersebut 
membantu mencegah terjadinya konflik lanjutan setelah perkara 
diputuskan. 

c. Perlindungan terhadap Hak Masyarakat 
Kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
masyarakat, terutama bagi pihak yang lemah atau rentan seperti 
perempuan dan anak. Dengan adanya putusan yang jelas dan 
berkekuatan hukum tetap, hak-hak mereka dapat terlindungi secara 
lebih baik. 
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3. Mengutamakan Perdamaian dan Mediasi 
Salah satu tujuan penting Peradilan Agama adalah menciptakan perdamaian 
dalam penyelesaian sengketa keluarga. Dalam hukum Islam, perdamaian 
sangat dianjurkan karena dianggap sebagai cara terbaik untuk 
menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. 
Oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara, hakim Peradilan Agama 
wajib terlebih dahulu mengupayakan mediasi antara pihak yang bersengketa. 
Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan masalah secara 
damai melalui musyawarah dan kesepakatan bersama (Muljono et al., 2021). 
Tujuan mediasi dalam Peradilan Agama meliputi: 

a. Menjaga Keutuhan Keluarga 
Dalam perkara perceraian, hakim berusaha memberikan nasihat dan 
solusi agar pasangan suami istri dapat mempertahankan rumah tangga 
mereka apabila masih memungkinkan untuk diperbaiki. Hal ini 
menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak langsung mendorong 
perceraian, tetapi lebih mengutamakan upaya menjaga keutuhan 
keluarga. 

b. Mengurangi Konflik dan Permusuhan 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat membantu mengurangi 
konflik dan permusuhan antaranggota keluarga. Dengan adanya 
kesepakatan damai, hubungan keluarga dapat tetap terjaga dengan baik 
meskipun terjadi perbedaan pendapat atau konflik tertentu. 

c. Memberikan Penyelesaian yang Lebih Baik 
Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan 
sendiri solusi terbaik bagi masalah mereka. Penyelesaian yang dicapai 
melalui kesepakatan bersama biasanya lebih mudah diterima dan 
dijalankan oleh para pihak dibandingkan putusan yang dipaksakan 
melalui pengadilan. 

4. Melindungi Hak Perempuan dan Anak 
Peradilan Agama memiliki tujuan penting dalam melindungi hak perempuan 
dan anak dalam sengketa keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan dan 
anak sering berada dalam posisi yang lemah dan rentan mengalami 
ketidakadilan. Oleh karena itu, Peradilan Agama berupaya memberikan 
perlindungan hukum agar hak-hak mereka tetap terpenuhi. 
Beberapa bentuk perlindungan tersebut meliputi: 

a. Perlindungan Hak Nafkah 
Dalam perkara perceraian, pengadilan dapat mewajibkan suami 
memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai kemampuan dan 
ketentuan hukum. Hal ini bertujuan menjaga kesejahteraan perempuan 
dan anak setelah terjadinya perceraian. 

b. Perlindungan Hak Asuh Anak 
Hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. 
Pengadilan mempertimbangkan faktor psikologis, pendidikan, dan 
kesejahteraan anak dalam menentukan pihak yang paling layak 
mengasuh anak. 

c. Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Peradilan Agama juga berperan memberikan perlindungan terhadap 
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korban kekerasan dalam rumah tangga melalui proses hukum yang adil 
dan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

5. Menjaga Ketertiban dan Keharmonisan Sosial 
Tujuan Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa 
individu, tetapi juga menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat 
secara luas. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Apabila 
konflik keluarga dapat diselesaikan dengan baik, maka stabilitas sosial dalam 
masyarakat juga dapat terjaga. 
Beberapa peranan Peradilan Agama dalam menjaga keharmonisan sosial 
meliputi: 

a. Mencegah Konflik Berkepanjangan 
Putusan pengadilan membantu menyelesaikan sengketa secara resmi 
sehingga konflik tidak terus berlanjut. Hal ini penting untuk mencegah 
munculnya permusuhan yang dapat mengganggu hubungan sosial 
dalam masyarakat. 

b. Menanamkan Kesadaran Hukum 
Melalui proses peradilan, masyarakat belajar memahami pentingnya 
menaati hukum dan menyelesaikan sengketa melalui jalur yang benar. 
Kesadaran hukum yang baik membantu menciptakan masyarakat yang 
tertib dan damai. 

c. Menjaga Nilai-Nilai Keagamaan 
Peradilan Agama juga bertujuan menjaga nilai-nilai Islam dalam 
kehidupan keluarga dan masyarakat. Putusan yang diambil berdasarkan 
hukum Islam membantu masyarakat menjalankan kehidupan keluarga 
sesuai ajaran agama. 

6. Memberikan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat 
Peradilan Agama bertujuan memberikan pelayanan hukum yang mudah, 
cepat, dan adil kepada masyarakat. Setiap masyarakat yang membutuhkan 
penyelesaian sengketa keluarga berhak memperoleh akses terhadap keadilan 
tanpa diskriminasi. 
Beberapa bentuk pelayanan hukum tersebut meliputi: 

a. Pelayanan yang Sederhana dan Cepat 
Peradilan Agama berusaha memberikan pelayanan yang tidak berbelit-
belit agar masyarakat dapat memperoleh penyelesaian hukum dengan 
mudah. 

b. Biaya Perkara yang Terjangkau 
Pengadilan juga berupaya memberikan akses hukum bagi masyarakat 
kurang mampu melalui biaya perkara yang ringan atau bantuan hukum. 

c. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan 
Saat ini Peradilan Agama mulai memanfaatkan teknologi informasi 
seperti pendaftaran perkara online dan sidang elektronik untuk 
mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 

7. Menegakkan Hukum Islam dalam Kehidupan Keluarga 
Sebagai lembaga yang berlandaskan hukum Islam, Peradilan Agama memiliki 
tujuan menegakkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam penyelesaian 
sengketa keluarga. Hukum Islam menjadi pedoman utama dalam memutus 
perkara seperti perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan hak keluarga lainnya. 
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Penegakan hukum Islam bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang 
harmonis, adil, dan sesuai nilai-nilai agama. Selain itu, penerapan hukum 
Islam dalam Peradilan Agama juga memberikan rasa keadilan bagi 
masyarakat Muslim karena sengketa mereka diselesaikan sesuai keyakinan 
agama yang dianut. 

Secara keseluruhan, tujuan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa 
keluarga sangat luas dan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum 
semata. Peradilan Agama bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, 
perdamaian, perlindungan hak perempuan dan anak, ketertiban sosial, serta 
pelayanan hukum yang baik bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, 
Peradilan Agama mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam yang 
menekankan keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap 
kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, Peradilan Agama memiliki peranan 
yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas 
sosial dalam masyarakat Indonesia. 

Prinsip-Prinsip Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga 
Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan 

dalam menyelesaikan berbagai sengketa keluarga bagi masyarakat Muslim di 
Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Peradilan Agama berpedoman 
pada sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam proses pemeriksaan, 
penyelesaian, dan pengambilan keputusan terhadap perkara yang ditangani. 
Prinsip-prinsip tersebut sangat penting karena menjadi pedoman bagi hakim 
dalam menciptakan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa. Sengketa keluarga 
merupakan persoalan yang sangat sensitif karena berkaitan dengan hubungan 
emosional, masa depan keluarga, dan kesejahteraan anggota keluarga, sehingga 
penyelesaiannya harus dilakukan secara hati-hati dan berlandaskan nilai-nilai 
hukum serta ajaran Islam (Batubara et al., 2019). 

Prinsip-prinsip dalam Peradilan Agama tidak hanya berasal dari ketentuan 
hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam yang 
menekankan keadilan, perdamaian, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak 
manusia. Dalam praktiknya, hakim Peradilan Agama harus mampu 
menyeimbangkan antara penerapan hukum secara formal dengan pendekatan 
sosial dan keagamaan agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat 
bagi para pihak. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Peradilan Agama menjadi 
landasan penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa keluarga yang adil, 
manusiawi, dan sesuai dengan tujuan hukum Islam. 

1. Prinsip Keadilan 
Prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan Peradilan 
Agama. Setiap pihak yang berperkara harus memperoleh perlakuan yang 
sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status 
sosial, ekonomi, maupun kedudukan tertentu. Hakim memiliki kewajiban 
untuk memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta, bukti, dan 
ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sengketa keluarga, prinsip keadilan 
sangat penting karena menyangkut hak-hak suami, istri, anak, dan anggota 
keluarga lainnya. Hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek secara 
seimbang agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. 
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Keadilan juga berarti memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah 
seperti perempuan dan anak agar hak-hak mereka tetap terjamin. 

2. Prinsip Kepastian Hukum 
Peradilan Agama bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 
dalam penyelesaian sengketa keluarga. Kepastian hukum berarti bahwa 
setiap keputusan pengadilan harus jelas, memiliki dasar hukum yang kuat, 
dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dalam perkara keluarga seperti 
perceraian, warisan, atau hak asuh anak, putusan pengadilan memberikan 
kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan 
adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh perlindungan terhadap 
kemungkinan terjadinya konflik lanjutan setelah perkara diputuskan. 

3. Prinsip Kemanfaatan 
Selain keadilan dan kepastian hukum, Peradilan Agama juga menerapkan 
prinsip kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan harus memberikan manfaat 
bagi para pihak dan masyarakat secara luas. Hakim tidak hanya 
mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga dampak sosial dan 
psikologis dari putusan yang akan diambil. Dalam sengketa keluarga, prinsip 
kemanfaatan bertujuan menjaga kesejahteraan anggota keluarga, terutama 
anak-anak yang terdampak akibat konflik keluarga. Oleh sebab itu, hakim 
harus mempertimbangkan keputusan yang paling memberikan manfaat dan 
meminimalkan kerugian bagi para pihak. 

4. Prinsip Perdamaian 
Prinsip perdamaian menjadi salah satu ciri khas Peradilan Agama dalam 
penyelesaian sengketa keluarga. Dalam ajaran Islam, perdamaian sangat 
dianjurkan karena dianggap sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan 
perselisihan. Sebelum memeriksa pokok perkara, hakim wajib 
mengupayakan mediasi antara para pihak agar sengketa dapat diselesaikan 
secara damai. Dalam perkara perceraian misalnya, hakim berusaha 
memberikan nasihat dan solusi agar pasangan suami istri dapat 
mempertahankan rumah tangga mereka apabila masih memungkinkan untuk 
diperbaiki. Prinsip perdamaian bertujuan mengurangi permusuhan dan 
menjaga hubungan baik antaranggota keluarga sehingga konflik tidak 
berkembang menjadi lebih besar. 

5. Prinsip Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 
Peradilan Agama juga menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya 
ringan dalam proses penyelesaian perkara. Prinsip ini bertujuan memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses keadilan. Proses 
peradilan harus dilakukan secara efektif dan tidak berbelit-belit agar 
masyarakat dapat memperoleh penyelesaian hukum dengan cepat. Selain itu, 
biaya perkara harus dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga tidak menjadi 
hambatan dalam mencari keadilan. Penerapan prinsip ini sangat penting 
karena banyak perkara keluarga melibatkan masyarakat dari berbagai latar 
belakang ekonomi yang membutuhkan pelayanan hukum yang mudah 
diakses. 

6. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum 
Setiap orang yang berperkara di Peradilan Agama memiliki kedudukan yang 
sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap pihak 
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tertentu berdasarkan jabatan, kekayaan, maupun pengaruh sosial. Hakim 
wajib memperlakukan semua pihak secara adil dan memberikan kesempatan 
yang sama untuk menyampaikan pendapat, bukti, dan pembelaan dalam 
persidangan. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga peradilan. 

7. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Perempuan dan Anak 
Dalam sengketa keluarga, perempuan dan anak sering berada dalam posisi 
yang rentan. Oleh karena itu, Peradilan Agama menerapkan prinsip 
perlindungan terhadap hak perempuan dan anak agar mereka memperoleh 
keadilan dan perlindungan hukum. Dalam perkara perceraian misalnya, 
pengadilan dapat menetapkan hak nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan 
terhadap kepentingan anak. Hakim harus memastikan bahwa keputusan 
yang diambil tidak merugikan kesejahteraan perempuan dan anak. Prinsip 
ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya berfokus pada 
penyelesaian sengketa, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak asasi 
manusia dalam keluarga. 

8. Prinsip Musyawarah dan Mediasi 
Musyawarah merupakan salah satu nilai penting dalam hukum Islam dan 
menjadi prinsip yang diterapkan dalam Peradilan Agama. Penyelesaian 
sengketa melalui musyawarah dan mediasi diutamakan sebelum perkara 
diputuskan melalui jalur litigasi. Melalui mediasi, para pihak diberikan 
kesempatan untuk berdialog dan mencari solusi bersama atas permasalahan 
yang dihadapi. Penyelesaian melalui kesepakatan damai biasanya lebih 
mudah diterima dan dijalankan oleh para pihak dibandingkan putusan yang 
dipaksakan. Prinsip ini bertujuan menciptakan hubungan yang lebih baik 
antaranggota keluarga dan mengurangi dampak negatif dari konflik 
berkepanjangan. 

9. Prinsip Kerahasiaan dan Etika 
Perkara keluarga sering kali berkaitan dengan masalah pribadi dan 
kehormatan keluarga. Oleh karena itu, Peradilan Agama menerapkan prinsip 
menjaga kerahasiaan dan etika dalam proses persidangan. Hakim dan 
seluruh pihak yang terlibat harus menjaga kerahasiaan informasi yang 
diperoleh selama proses peradilan agar tidak menimbulkan rasa malu atau 
kerugian sosial bagi para pihak. Prinsip etika juga menuntut hakim untuk 
bersikap sopan, bijaksana, dan menghormati para pihak selama proses 
persidangan berlangsung. 

10. Prinsip Profesionalitas Hakim 
Hakim Peradilan Agama harus memiliki kemampuan profesional dalam 
menjalankan tugasnya. Profesionalitas hakim mencakup pemahaman 
terhadap hukum Islam, hukum nasional, serta kemampuan memahami 
kondisi sosial masyarakat. Hakim juga dituntut bersikap independen, jujur, 
dan tidak memihak dalam memutus perkara. Profesionalitas sangat penting 
karena keputusan hakim akan memengaruhi kehidupan dan masa depan 
keluarga yang bersengketa. Dengan profesionalitas yang baik, masyarakat 
akan lebih percaya terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara di 
Peradilan Agama. 
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11. Prinsip Berlandaskan Hukum Islam 
Sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga bagi umat Islam, 
Peradilan Agama berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam dalam 
penyelesaian perkara. Hukum Islam menjadi pedoman utama dalam 
memutus perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan, hibah, dan wakaf. 
Prinsip ini bertujuan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Muslim 
karena sengketa mereka diselesaikan sesuai dengan keyakinan agama yang 
dianut. Selain itu, penerapan hukum Islam juga diharapkan mampu menjaga 
nilai-nilai moral dan keharmonisan keluarga. 

12. Prinsip Pelayanan kepada Masyarakat 
Peradilan Agama memiliki prinsip memberikan pelayanan hukum yang baik 
kepada masyarakat. Pengadilan harus mampu memberikan pelayanan yang 
ramah, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat 
ini, Peradilan Agama juga mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam 
pelayanan perkara seperti pendaftaran online, sidang elektronik, dan 
penyediaan informasi digital. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas 
pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses 
keadilan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga peradilan dan membantu menciptakan sistem hukum yang 
lebih efektif. 

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Peradilan Agama dalam penyelesaian 
sengketa keluarga menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai 
pelaksana hukum, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan, perdamaian, 
dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga (Ruslin, 2019). Prinsip-prinsip 
seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perdamaian, perlindungan hak 
perempuan dan anak, serta musyawarah menjadi landasan penting dalam setiap 
proses penyelesaian perkara. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, 
Peradilan Agama diharapkan mampu memberikan penyelesaian sengketa keluarga 
yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa manfaat sosial dan 
menjaga keharmonisan masyarakat. 

Kesimpulan 
Peradilan Agama di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting 

dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga 
bagi masyarakat Muslim. Keberadaan Peradilan Agama tidak hanya berfungsi 
sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai sarana untuk 
menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan dalam kehidupan 
keluarga serta masyarakat. Sengketa keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, 
warisan, nafkah, dan pembagian harta bersama merupakan persoalan yang sangat 
kompleks karena berkaitan dengan hubungan emosional dan kesejahteraan 
anggota keluarga. Oleh karena itu, Peradilan Agama hadir untuk memberikan 
penyelesaian hukum yang berlandaskan hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan nasional. Tujuan utama Peradilan Agama adalah melindungi hak-hak 
para pihak, menjaga ketertiban sosial, memberikan kepastian hukum, serta 
menciptakan penyelesaian sengketa yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Dalam pelaksanaannya, Peradilan Agama juga mengutamakan upaya perdamaian 
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dan mediasi agar konflik keluarga dapat diselesaikan secara damai dan tidak 
menimbulkan permusuhan berkepanjangan. 

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Peradilan Agama menjadi dasar 
penting dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa keluarga. Prinsip 
keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perdamaian, persamaan di hadapan 
hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta prinsip sederhana, 
cepat, dan biaya ringan menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya 
menekankan aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai 
kemanusiaan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, prinsip musyawarah, mediasi, 
profesionalitas hakim, dan pelayanan kepada masyarakat memperlihatkan bahwa 
Peradilan Agama berupaya memberikan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, 
manusiawi, dan sesuai dengan ajaran Islam. Hakim Peradilan Agama dituntut 
untuk memiliki kemampuan profesional, memahami kondisi sosial masyarakat, 
dan mampu menjaga keseimbangan antara hukum, moral, dan nilai-nilai agama 
dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian, proses penyelesaian 
sengketa keluarga di Peradilan Agama diharapkan mampu memberikan rasa 
keadilan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. 

Secara keseluruhan, Peradilan Agama memiliki kontribusi besar dalam 
menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat Indonesia. 
Dalam menghadapi perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas 
persoalan keluarga, Peradilan Agama dituntut untuk terus meningkatkan kualitas 
pelayanan, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. 
Pembaruan sistem pelayanan hukum dan peningkatan akses keadilan menjadi 
langkah penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, 
mudah, dan transparan. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam dan 
hukum nasional, Peradilan Agama diharapkan mampu menjadi lembaga peradilan 
yang modern, terpercaya, dan mampu memberikan solusi terbaik bagi 
penyelesaian sengketa keluarga. Oleh karena itu, keberadaan Peradilan Agama 
tidak hanya penting dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam menjaga nilai-
nilai keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan keluarga di tengah kehidupan 
masyarakat Indonesia yang terus berkembang. 
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